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Abstract :  Elafridly is a very important requivesent in carrying out variows activities in everyday ife, alwost
all human activities require electrical energy. In Indonesia, the business of providing electricity for
the public interest is carvied out by the State Electricity Company (FLIN). The relationship
between businers actors providing electricity and consumers should refer to the principle of good
faith in ity ingplementation. However, there are reveral excampler of cases of vislations cormitted
by electricity conszmers regarding unlawfid acte. This unlawful act will be very detrimmental to ong
af the parties, namely the electricity provider in thiv case. For thir reason, this research facuser on
compensation as the consumer’s responsibility for unlaufil acts that casuss barm to the electricity
provider. In this study, the normative legal research method will be used with a care approach. The
theory used to answer this research i the theory of consumser responsibility for unlaufil acts that
cause losser due fo their mistakes. The recults of thic study are fo determine compensation
arrangerents as the responsibility of electricify consumers for unlawful actr that cause losser fo the
electricity provider.

Kevwords : compensation, responribility, unlauf! act

Abstrak : Listnkmerupakan suatu kebutuhan vang sangat penting dalam melakukan berbagai
aktifitas dalam sehan hari, hampir seluruh kegiatan manusia membutuhkan energs
Listnik D1 Indonesia usaha dalam penvediaan tenaga listrik bag kepentingan umum
dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hubungan antara pelakn usaha
penvedia tenaga listnk dengan konsumen sudah semestinya mengacu pada asas
itikad batk dalam pelaksanaannya. Namun ada beberapa contch kasus pelanggaran
vang dilakukan oleh konsumen lstnk tentang perbuatan melawan hukum
Perbuatan melawan hukum tersebut akan sangat mermgikan bag salah satu pihak
vaitu penvedia tenaga listrik dalam kasus i, Untuk itu dalamn penelifian ini fokus
pada ganti g sebagai tangpung jawab konsumen terhadap perbuatan melawan
hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak penvedia tenaga listrik. Dalam
penelitian im akan mengpunakan Metode penelitian hukum normatif dengan cara
pendekatan kasus. Teon vang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah teor
tangeung jawab konsumen atas perbuatan melawan hukum vang memmbulkan
kerigian karena kesalahannva Hasil dan penelitan mm untuk mengetabu
pengaturan ganti rug sebagai tangpung jawab konsumen listnk terhadap perbuatan
melawan hukum vang memmbulkan kerugian pihak penvedia tenaga listrik

Kata kunci :  ganti mgi tangpungjawab, perbuatan melawan hulkum
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I. PENDAHULUAN

Listrik merupakan svatu kebutuhan utama bag daerah vang perckonomuannya sedang
berkembang, dengan meningkatnya banyaknya kebutuhan pasokan energ histrk bap
masyarakat pemenntah selalu  berupava untuk menvediakan Listrik ! artinya
ketersediaan listrik sangat penting untuk kehidupan  masyarakat  yang lebih  bak
dan perekonomian vang sedang tumbuh. Di indonesia penyedia energi listrik adalah PILN
(Perusahaan Listrik Negara) untuk didistnibusikan kepada konsumen. Hubungan hukum
antara penyvedia energi hstrnik dan konsumen adalah hubungan perjanjian jual belr.?
Hubungan anatar masing-masing pihak tersebut akan memmbulkan hak dan kewajiban,
baik dan pihak penyedia energi listrnik maupun dan pihak konsumen.

Pelaksanaan perjanjian jual beli hstrik tersebut semestinya didasarkan pada itikad
baik. Itikad baik menurut Prof. R Subekti merupakan sendi vang sangat terpenting dalam
proses hukum perjanjian. Hal in1 dipahamu karena itikad baik merupakan dasar terpenting
dan utama untuk dapat melakukan suato perjanjian vang terbatk dan bagaimana akad harus
dilaksanakan mestinj_ra.:’ Dalam Pasal 1338 avat (3) Kitab Undang-Undang dalam Hukum
Perdata, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan i
memberikan arti bahwa dalam suatu perjanpan vang akan dibuat sebaiknya dan sejak
perjanjian ditutup, perjanjian tersebut bertujuan sama sekali agar tidak dimaksudkan untuk
merugikan dalam kepentingan para pthak*

Namun ada beberapa contoh kasus pihak konsumen yvang melakukan svatu
tindakan yang melanggar hukum dan serta menyebabkan kerugian suatu pihak penyedia
tenaga listrik, pencurian tenaga listrik di kota Balikpapan yang merugikan pihak PLN,
pelaku vang melakukan tindak pidana pada pencurian aliran listrik, tidak memandang
kondisi keadaan ekonomi atau tingkat penghasilan rendah sehingpa mencuri aliran listrik,
namun ada juga pelaku yang berasal dan berpenghasilan tinggg yang mencun listnk karena
tidak ingin membayar terlalu banyak dan yang seharusnya. Dalam penelitian tersebut
bertumpu dengan pertanggungjawaban hukum kepada pelaku pencurian tenaga listnik di
Kota Balikpapan agar dapat mengetahm penegakan hukum yang benar terhadap pelaku
pencurian tenaga listrik di Kota ]E".n:l.l.il*:f:;ap:an.5

Penyebab utama terjadinva pencurian listnk dalam penelitian yang dilakukan
Sutnisni Universitas Wirajaya Sumenep, pencurian listnk terjadi karena kurangnya
kessadaran para pengguna jasa listrik bahwa dalam tindakan yang telah dilakukan tersebut
dapat menyebabkan kerugian bagi perorangan, serta kelompok dan perusahaan hstrik atau

t Kementerian Energs Dan Sumber Dava Mineral Republik Indonesia, “Listrik Sangat Penting Untuk
Kel’udupa.n Masyarakat Dan Pertumbuhan E.Lonorm 7 last modified 2010, accessed Febrary 25, 2023,
https:/ /www. esdm.go_ld /1d/media-center, arsip-benta listonk-sangat-penting-untulk- kﬁlmdupan-
masvarakat-dan-pertumbuhan-ekonom.

% Riri Safitri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Padamnya Listok Akibat Keadaan
Memaksa (Fource Majeure) Di Wilavah Area Bah Selatan™ (2019): 1-14, https://ojs.unud acad.

3 H. Riduan Svahram, Seluk- Beduk Dan Asar-Asas Hukum Perdata, Ed. Revisi. (Bandung: PT Alumni,
2010

g * Tami Rusli, #Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia ™
Pranats Hukum 10, no_ 1 (2013): 24-36.

* Dennys Wilkam et al,, “Pertanggungawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrk
Di Kota Balkpapan® Juma! Lex Suwprewa 2, no. 1 (2020): 219-239, hitps://jumal law uniha-
bpriacid/mdex php /lexsuprema /article /download,/ 304/ pdf.
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PLN, selain hal itu para pengpuna jasa listnk pada kasus pencurian ini cenderung
menggunakan prinsip pemakaian besar namun pembayaran nngan. Akibat banyak yang
mencuri aliran tenaga listrik yang dapat menyebabkan bagi perusahaan listrik rug karena
akan menimbulkan Loses yang sangat tingp1 yang disebabkan karena energi htnk yang
telah terjual tidak sama dengan vang pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan
penyedia tenaga histrik negara, dalam kasus in1 sanks: yang di jatuhkan antara lain berupa
tagihan susulan, pemutusan listnk sementara, pemutusan rampung, pembatalan dalam
perjanjan jual beli tenaga histnk, dan sanks: denda bahkan pengenaan proses hukum
tindak pidatl‘a_6

Pentingnya agar mengetahm faktor yang bisa menyebabkan Tindak Pidana
pencurian listrik, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Mustika Tri Utam: di Kota
Malang, mengenai tentang faktor terjadinya tindak pidana pencurian histrik di Kota Malang
menurut perspektif kriminologis antara lain, pertama dalam hal faktor pemasangan listrik
prosedur damt PLIN sangat susah dan berbelit-belit, oleh sebab itu pelaku melakukan
tindakan pengpgantolan dengan cara menyambung kabel langsung melahu tiang listrik
Faktor yang kedua, merupakan faktor ekonormu, orang melakukan pencurian listrik dengan
modus dengan cara memperbesar pembatas MBC (Mimu Circuit Breaker) yang terdapat
pada meteran ataupun pada sekerng. Faktor ketiga, faktor linglkungan seorang melakukan
pencurian pada listnk dikarenakan mengikuti contoh tetangganva yang telah melakukan
pencurian listrik dalam kehidupan lingkungan juga merupakan faktor vang dapat
mempengaruhi pola penlaku seperti halnya kasus diatas dan usaha dilakukan dalam hak
tersebut pithak PLN Rayon Kota Malang antara lam menernima laporan dan petugas PLN
dilapangan dan melakukan berbagai pemenksaan, mengambil barang sebagai barang bulkt:,
menvelesaiakan dengan jalur administrasi atau menyelesaiakan masalah melahu jalur
hukum. Selanjutnya usaha dilakukan pihak Kepolsian Resort Malang Kota untuk
menangam tindak pidana tentang pencunan histnk antara lain menerima sebuah laporan

dari PLN dan melakukan proses penvyelidikan dan Pen}"idikzn._'

Diperlukan upaya bagi pithak PLN agar dapat mengatasi tentang tindakan pencunian
listnk vang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, hasil penelitian Riky
Novanzal dklk, mengenar upaya PLN dalam mengatas: pencurian listrik antara lain
pertama, melakukan sosialisasi kegiatan tersebut di sosialisasikan kepada semua petugas
PLN Ravon Simpang Tiga, melakukan kegiatan-kepiatan sosialisasi dan penpawasan
tethadap hal pencuran aliran histrik di ttap rumah atau kampung warga vang ada di wilayah
Siak Hulu tujuannya agar membernkan penyuluhan dan pengetahuan kepada masyarakat
di kecamatan Siak Hulu agart tidak melakukan ahal dalam pencunan aliran listrik seta
membentahukan kepada masyarakat mengenai cin dan dampak yang terjadi akibat
melakukan  pencunan  aliran  hstnk  Kedua, pengamatan dalam hal ini, tugas
P2TL adalah agar selalu memantau konsumen yang melakukan pelanggaran-pelanggaran
terhadap pencurian listnk Ketiga, melakukan patroli yang dilakukan oleh petugas P2TL
langsung dengan menggunakan sebuah mobil vang tidak akan dikenali oleh masyarakat

S Sutrisni, “Tinjavan Yuridis Tentang Pencurian Aliran Listrik” Seminar Nasional Membangun Stratesi
Pertumbsaban Regional Berksalitad Dalan: Ketidakreimbangan Global (2012): 99-105.

7 Mustika TRI Utami, “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Listrk” Kumpulan Jurnal
Mabasiswa, Sarfana Lime Hukuw (2014): 1-16.
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agar PLN khususnya untuk petugas P2TL segera mengetahumi dan langsung akan
menangan sesuai prosedur dan mandat vang telah diberikan kepadanva Keempat,
kerjasama antara instans lain terkait sebagai upaya dalam memingkatkan kualitas kerja
supava tidak hanya dilakukan sekitar lingkup petugas PLN saja, melainkan perlu adanya
kerjasama dan melibatkan instansi yang lain untuk menpatas: masalah efektifitas, dalam
hal pengawasan dan penegakan hukum vang tertuju terhadap pencunan aliran listrik agar
mendapat dukungan yang batk dari semua pihak Kelima, melakukan penangkapan oleh
petugas P2TLsepert: penertiban dan penangkapan beserta barang bukti. Keenam,
pengenaan sanks: Tindak Pidana pencunan aliran listrik Pasal 362 KUHP dan Pasal 51
Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 ®

Selanjutnya bagaimana ganti rugi sebagai pertangpungjawaban konsumen terhadap
perbuatan vang melawan hukum akan dilakukan karena kesalashannya sehingga
menimbulkan kerugian bagi pihalk pelaku usaha dalam hal 1m penyedia energi listrik yartu
PLN, hal imlah vang menank miat peneliti untuk mengetahui besaran ganti kerugian
sebagai bagian dari pertangpungjawaban konsumen vang telah merugikan pihak PLN.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian 11 menggunakan metode hukum normanf
dengan cara pendekatan kasus, karena menggunakan beberapa data putusan pengadilan,
ketika mengpunakan suatu pendekatan terhadap kasus vang sangat perlu dipahami dahulu
adalah ratio decidensi vaitu alasan suatu hukum vang telah dipunakan oleh hakim agar
sampa pada keputusannva. Menurut Goodheart, ratio decidend: dapat diketemulkan
dengan cara memerhatikan fakta matenl’dan penelitian 111 menggunakan beberapa
peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan
melawan Hukum, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pedindungan
Konsumen. Pasal 51 ayat (3) Undang-Udang Nomor 30 Tzhun 2009 tentang
Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemenntah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kepiatan
Usaha Tenaga Listnk, Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubzhan
atas Peraturan Pemernntah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegatan Usaha Penvediaan
Tenaga Listnk

III. PEMBAHASAN

Perbuatan tindakan yang melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata: “Tiap perbuatan
vang melanggar hulkum dan membawa kerugian kepada orang lam mewajibkan bagi orang
vang memmbulkan kerugian karena kesalahannya untuk menggant: kerugian tersebut’

& Riky Novarizal and Basvaruddin Basvaruddin, “Upava PLN Dalam Mengatas: Pencurian Aliran
Lastrik (Stud: Kasus D1 Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar),” Séf Lain Realita 3, no. 2 (2019): 60—
74.

% Peter Mahmud Marzuli, Ponelitian Hukum, BEd. Revisi. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010).
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Sejak tahun 1919, Hoge Raad Belanda dilindenbaum v Cohen telah memperluas
penafsiran dalam tindakan melawan tidak lags terbatas pada tindakan vang melanggar

Undang Undang tetap: untuk mencakup suatu kesalahan tindakan sebaga benkut
1. perbuatan vang bertentangan dengan hak orang lamn

2. perbuatan vang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendin

3. perbuatan vang bertentangan dengan kesusilaan
4

perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam masyarakat
vang baik
Berdasarkan dengan hal-hal tersebut maka terdapat unsur unsur perbuatan
melawan hukum meliputs:

1. ada perbuatan melawan hukum
2. ada kesalahan

3. ada hubungan sebab akibat anatara kerugian dan perbuatan
4. ada kerugian

Benkutnya mengenai Ganti rugi sebagai pertanggungjawaban konsumen yang
melakukan tindakan melawan hukum (PMH) karena kesalahannya wajib mengganti
kerugian, salah  satunya di  Tanjung Karang Pada Putusan Nomor
77/Pdt.G/2019/PN.Tjk, antara II, SD selaku Pengpugat melawan DS selaku Terpugat 1,
HY selaku Tergugat 2, PM selaku Tergugat 3, SB selaku Turut Terpugat 1, IJ selaku Turut
Tergugat 2, didahlkan oleh Penggugat dikarenskan bzhwa Tergugat telah melakukan
Perbuatan Tindakan yang Melawan Hukum karena melegahsas: Sambung Langsng (SL)
tanpa APP kWh meter dengan turut serta proses percaloan pemasangan baru hstrik yang
dilakukan oleh para calo dan menark biaya administrasi dengan tanf multipuna kepada

para calo.

Ada hubungan antara sebab dan akibat tindakan vang dilakukan s1 pelaku yang
alubatnya akan muncol dan tindakan tersebut Alabat dan perbuatan si pelaku
memmbulkan kerugian, baitk matenl (keuntungan yang hilang, ongkos barang, biaya) dan
mmateril (seperti takut, menvesal, sakit, kecewa, yang kenvatasnnya akan dimlai dalam
bentuk uang). oleh karena vang menjadi pokok permasalahan antara Pengpugat dan
Para Terpupat adalah terkait dengan legalisasi Sambung Langsung (SL) tanpa APP kWh
meter vang diberikan oleh Tergugat I kepada para calo.

Pihak Pengpugat telah mengajukan alat bukti dengan surat bertanda P.1, P.1.A
hingga P.1.F, dimana terhadap bukt-bukt surat tersebut Tergugat I, Tergugat II
Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, mengaku dan membenarkan
pernhal tentang telah dilakukannya Penertiban Pemakaian Tenaga Listnk (P2TL) di
lingkungan PT. PLN umt Induk Distnbusi Lampung, khususnya di desa Andalas
Cermin, dan desa Sindang Bandar Anom, namun untuk desa Rawa Ragil tidak bisa
dilakukan P2TL dikarenakan terjadi banjir.

PT. PLN dan Kapolda agar melakukan P2TL dan pemberantasan praktek
percaloan dan pungli di lingkungan PT. PLN Lampung area Kotabumi rayon Menggala,
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bukti i1 tidak ada ashinya, namun demikian setelah Majelis membaca bukti tersebut,
himbauan tersebut sudah disikap: oleh PT. PLN. Penggugat telah menghadirkan alat
bukts saksi yaitu 2 (dua) orang saksi Sholatul Magnb dan Sodn yang mengetahui tentang
adanya loss strum namun tidak mengetahui siapa vang melakukannya, saksi Sholatul
senng dimunta oleh pemegang SPK vakm PT. Kikim Jaya melalm Zaelan: dan Zohanes
untuk memasang listrik ke pelanggan baru dan saksi akan dibens imbalan per 1 (satu) unit
rumah Rp 40.000.- (empat puluh nibu rupiah) atau Bp 50.000.- (lima puluh nibu rupiah).

P2TL adalah Penertitban Pemakaian Tenaga Listnk vang melputi serangkaian
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tindakan pengenaan tagihan susulan
(IS), yang bertujuan untuk  melakukan pemerksaan instalasi di pelanggan
maupun non pelanggan vang menikmati listik PLN dengan maksud untuk menekan
susut teknis dan non teknis serta menghindan bahaya kebakaran dan menjaga kehandalan;

Dasar hukum pelaksanaan P2TL adalah UU No. 30 tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan, PP No. 14 tahun 2012 tentang Kepatan usaha dalam Penyediaan
Tenaga Listnk, PertMen ESDM No.27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan
Biaya yang digunakan terkait dengan Penyaluran Tenaga listrik oleh pihak PLN.

Pasal 16 Permen tersebut mengatur mengena sanks: atas pelanggaran-pelanggaran
pelanggan maupun non pelanggan, sanksi tagihan susulan, bongkar sementara dan
bongkar rampung. terdapat 4 (empat) kategon pelanggaran vaitu: (1) Memperbesar daya
sendini, (2) Mengakali Kwh, (3) Menyambung langsung tanpa Kwh, (3) Penyambungan
liar (losstrum). Majelis menilai bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan atas dalil
gugatannya. Memimbang bahwa sebab dan cleh karena Pengpupat tidak bisa lag
membuktikan dalil pupatannya, maka sudah selayaknva pugatan Pengpugat harus
dinyatakan ditolak untuk selunthnya.

Salah satu kasus yang terjadi di Bengkulu, para pihak antara bapak Saidi selaku
Pembanding semula/ Tergugat dengan Bapak Raph Terba.ndi.ng Semula,/ Penggugat,
menurut pertimbangan majelis dalam perkara Nomor 19/PDT/2020/PT BGL,
menyatakan bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, dengan
beberapa pertimbangan hukum, pertama bahwa judex fakth kelru karena tidak
memperhatikan hak-hak dan juga kerugian yang vang dialarmi oleh bapak Saidi vang telah
mau meminjamkan uang dan membayarkan tagthan hstnk akibat adanya Pencunan listrik.

Tetapi tidak mau dikompensasi dengan sewa cafe yang harus dibayar bapak Saidi
sehingga putusan Pengadilan Negen Bengkulu Nomor 22/Pdt.G/2020/PN BGL, tanggal
22 Juli 2020 menurut pertimbangan dalam hukum majelis hakim tentang tinglkat pertama
vang menvyatakan berdasarkan bukti, tidak ada klausula yang menyatakan bahwa
pembavyaran denda histnk dan pinjaman dapat digantikan atau dikompensasikan menjadi
pemavaran sewa new roval kafe dan karaoke. Majelhs Pengadilan Tinggi berpendapat
walaupun tidak diperjanjikan dalam kontrak tap: dalam alat bukti yang ditandatangam
bahwa kwitansi 1tu untuk pembavaran persekot kontrak royal kafe dan karaoke yang
dibayarkan untuk tagihan hstrik dan untuk pembayaran pinjaman pa Rafli untuk keperluan
PLN artinya pembayaran cicilan denda atau tagihan listrik PLN dibavarkan oleh Saidi atas
sepengetahuan Rafli dan besarannya jauh lebih besar.
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Yang dimaksud perbuatan dalam melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan
dan seseorang vang melanggar atau melawan hukum dimana pengertian melawan hukum
sudah diperluas, jadi bukan tidak hanya melanggar hukum vang tertulis atau undang-
undang saja melamnkan juga hukum tidak tertulis yaitu melanggar hak dan subjek orang
lain, bertentangan dengan adanva kewajiban hukum pada si pelaku, bertentangan juga
dengan rasa kesusilaan vaitu kaidah moral pada Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata,
bertentangan dengan sikap hati hatt yang sepatutnya ada dalam masyarakat. Sikap hati hati
sangat diperlukan untuk memimmalisir terjadinva suatu perbuatan yang melawan hukum
vang akan dilakukan oleh para pihak konsumen. Perlu menggunakan bantuan teknologs
atau sistem kontrol yang lebih canppih dengan memasang berbagai CCTV pada lokas:i-
lokast Tiang-tiang listnk atau gardu.

Selanjutnya mengenai kesalahan terdapat 2 bisa karena sengaja atau karena alpha.
Kesalahan karena sengaja berarti s1 pelaku berbuat dalam keadaan sadar dan mengetahw
pasti akibat atau konsekuensi dant semua tindakannya 1tu akan selalu merugikan orang lain.
Sedangkan kesalahan karena kealphaannya berarti sipelaku dalam berbuat sesuatu
mengabaikan sesuaty vang semestinya dilakukan, atau  berhati-hati  sehinggan
memimbulkan kerugian bag orang lain, mesks demikian ada suatu keadaan yang
menghapus unsur kesalahan misalnya terjadi keadaan memaksa atau overmacht atau s
pelaku menjads Gila. Dalam kasus perbuatan melawan hukum yvang dilakukan oleh pihak
konsumen mengenai unsur kesalahan bak disengaja atau pun tidak sengaja apabila
menimbulkan suatu kerugian maka perlu diupayakan penyelesaian ganti mg yang sesual
dan tidak berlebih.

Pasal 5 mengenai kewajiban para konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang sebuah Perindungan Konsumen yartu:

1. Membaca atau mengikuti secbuah petunjuk informasi dan semua prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demu untuk keamanan dan

keselamatan;
2. Benktikad baik dalam melalkukan transaks: pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesua dengan milar tukar yang disepakati; dan

4. Mengikuti upaya penvelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.

Jika mengacu pada Pasal 5 ayat (3) UUPK jelas dikatakan bahwa konsumen
berkewajiban untuk bentikad bak dalam melakukan traksasi pembelian tenaga listrk
sehingea apabila terjadi perbuatan melawan hukum maka jelas melanggar Pasal tersebut
dan tentu konsekuaensinya perlunya ada ganti rugi.

Pasal 6 UU Perhindungan Konsumen, hak pelaku usaha meliputi:

1. hak untuk menenma pembayaran vang sesuai dengan kesepakatan mengenm
kondisi: dan mila: tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;,

2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen vang
beriktikad tidak baik;
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3. hak untuk melakokan pembelaan diri sepatutnya di dalam penvelesaian hukum

sengketa konsumen;

4. hak untuk rehabilitass nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa vang diperdaganglan; dan

3. hak-hak vang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lamnnya.

Pada beberapa contoh kasus diatas Pasal 6 ayat (3) UUPK hak agar mendapat suatu
petlindungan hukum dan sebuah tindakan konsumen yang tidak bertikad baik, artinya
undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya untuk melindungi kepentingan
konsumen tapi juga untuk melindung: kepentingan pelaku usaha dalam hal 1 Perusahaan

Listrik Negara yang telah mengalami kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum
vang dilakukan oleh konsumen.

Perindungan konsumen adalah setiap upaya tindakan yang dilakukan untuk
menjamin suaty kepastian hukum yang bertojuan untuk ma].i.ne:.h.:l.t':L‘.c__;:i.1‘G Pancasila yang
sebagai dasar negara dan dasar falsafah serta pandangan hidup bangsa Indonesia
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 menurut
sebuah pendapat Johanes Gunawan politik hukum perlindungan terhadap konsumen di
Indonesia adalah:

1. Kebersamaan peran konsumen dan pelaku usaha

2. Efisiensi vang berkeadilan dalam hubungan transaksional antara konsumen dan

pelaku usaha
3. Berkelanjutan pengembangan konsumen dan pelaku usaha
4. Berwawasan lingkungan dalam pengembangan konsumen dan pelaku usaha
5. Kemandinan konsumen dan pelaku usaha

Esenst dart Undang-undang Perlindungan Konsumen untuk mengatur tinglah laku
para pelaku usaha yang bertujuan agar konsumen bisa dapat terlindungi secara hukum.
Hal i1 mengandung arti bahwa upaya dalam melindungi kepentingan konsumen
dilakukan melalu perangkat hukum diharapkan dapat menciptakan norma hukum bagi
petlindungan konsumen. Namun disist lam perhindungan hukom terhadap pelaku usaha
juga dilindungi dan diatur secara sangat jelas di dalam undang-undang. Sehingga bisa
dikatakan bahwa kedudukan antara konsumen dan para pelaku usaha adalah sama atau
sejajar.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen
(UUPK) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Bila
membaca beberapa asas yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen maka jelas

keadilan dan keseimbangan antara hak-hak para konsumen dan kewajiban serta hak-hak
para pelaku usaha dan kewajibannya telah jelas diatur oleh undang-undang.

12 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
U Timb Asshiddigie, Teori Hierarki Norma Hukam, Jakarta: Konstitasi Press, Tahun 2021, Hlm 36.
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Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomeor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan menvatakan bahwa «setiap orang vang telsh menggunakan tenaga listrik
vang bukan menjadi haknva secara melawan tindakan hukum di pidana, dengan pidana
penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar hma
ratus juta rupiah).’

Pasal 21 ayat (2) huruf d Peraturan Pelaksana Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Tenaga Listnk, dalam hal tertentu pemegang 1jin usaha penyedia tenaga
listrk dapat menghentikan sementara penyedia tenaga histnk apabila

wntuk kepentingan penyidikan sesuar dewnpan Refenfuan peraturan perundang-undangans

Artinya pthak PLN dapat melakukan penghentian sementara penyedia tenaga histrik
apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Jika kasus perbuatan bertujuan melawan hukum vang sengaja dilakukan oleh

konsumen dan memmbulkan sebuah kemgian terhadap PLN  tentn peru
pertanggungjawaban konsumen, menurut teon tanggung jawab hukum, yang dalam
Bahasa Inggnis juga disebut dengan The Theory of Legal L iability, Bahasa Belandanya de theorie
van wettelike aansprakelifkheid, teori yang dipunakan dalam menganalisis tentang tangpung
jawab subjek terhadap hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan perbuatan
dengan melawan hukum sehingga menvyebabkan kerugian pada orang lain.

Ada 2 jerus tanggung jawab;
1. Tangpungjawab hukum
2. Tanggungjawab administras:

Pengertian mengenai tangpung jawab hukum adalah sebuah jemis pertanggung
jawaban yang dikenakan pada badan hukum atau pelaku yang melakukan tindakan yang
melangpar hukum. Sehingpa yvang bersanpgkutan dapat dituntut panti rups. Sedangkan
tangpung jawab admunistras: adalah tanppung jawab yvang dibenkan kepada orang vang
telah melakukan suatu kesalahan administras:.

Jenis-jenis tanggungjawab hukum dapat dikategorikan dalam 3 bidang:*
1. tanggungjawab Perdata
2. tangpungjawab Pidana
3. tanggungjawab Administras:

Bila menganahsis pada beberapa contoh kasus maka ada kerugian vang ditimbulkan
karena kesalahan pihak konsumen yang melakukan perbuatan melawan hukum masuk
kategon tanggung jawab hukum dan perlu untuk menggant rugi. Dan tentu menentukan
sescorang vang melakukan tindakan perbuatan yang melawan hukum atau tdak perlu
adanya alat bukti. Alat bukt: itu dapat dijadikan acuan untuk memastikan bahwa benar
unsur-unsur perbuatan tindakan yang melawan hukum telah tercukupi dan terpenuhi, dan
apabila terbukti memmbulkan kerugian maka wajib bagi yvang memmbulkan kerugian

12 H. Salim HS Exlies Septiana Nurbany, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Bd.
Kedua. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
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karena kesalahannya untuk mengganti rug. Ganti rugs itu merupakan bagian dan
tanggungjawab konsumen Namun beberapa peraturan vang terkait dengan kelistrikan
belum mengatur secara jelas kategon pelanggaran beserta konsekuensi ganti ruginya.

IV. EESIMPULAN

Penerapan Teori Tanppung jawab terhadap konsumen yang melakukan perbuatan
melawan hukum konsekuesinya adalah ganti mug. Untuk kategon ganti rugy disesuaikan
dengan kerugian vang dialami oleh pthak PLN, namun perlu dungat bahwa ganti rugs vang
proporsional, seimbang dan berkeadilan serta tidak memberatkan masyarakat sesuai
dengan kategon kerugian seperti apa karena terkait dengan tangpung jawab pelaku?
Apakah kategori tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, atau tanggung jawab
admumstras:? Hal i1 perlu diatur secara jelas jems pelanggaran terkait kelistonkan. Tentmu
dalam penyelesaian sengketa kita bisa mengoptimalkan penvelesamian sengketa diluar
pengadilan musyawarah mufakat atau ketentuan tertulis terntang Pelanggaran yang
dilakukan konsumen maupun pelanggaran vang dilakukan oleh oknum pihak PLN dan
konsekuens: hukumnya serta ganti rugi dalam peraturan secara tertulis dan jelas sehingga
memmbulkan kepastian tethadap hukom bag pihak para konsumen maupun denagn para
pelaku usaha

V. SARAN

Perlu dibuat suatu aturan hukum vang mengatur ganti kerugian yvang dilakukan oleh
konsumen sebagai bentuk tanggung jawab dan perbuatan melawan hukum yang
dilakukan, namun perlu dungat bahwa ganti rugi yang proporsional, seimbang dan
berkeadilan serta tidak memberatkan masvarakat sesuai dengan kategon kerugian seperti
apa karena terkait dengan tanggung jawab pelaku, Apakah kategon tangpung jawab
perdata, tangpung jawab pidana, atau tanggung jawab administrasi.
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